
RANCANGAN

(disempurnakan)
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 30 TAHUN  2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN  2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang
milik Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah ;

b. bahwa seiring dengan telah dibentuknya BPKAD sebagai
Satuan Pengelola Keuangan Daerah, yang dalam pengelolaan
barang daerah bertindak sebagai Pembantu Pengelola Barang
Daerah dimana sebelumnya dilaksanakan oleh Kepala Bagian
Perlengkapan Setda, sehingga perlu adanya penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf  a dan b, untuk
menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat  (Berita Negara Tahun 195 0); Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, T ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok
kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentan g Anti Monopoli
dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Nega ra Tahun 3817);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara N omor 4355);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

10.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

12.Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5280);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2967);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 451 5);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lemb aran Negara Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan L embaran Negara Nomor
4855);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 );

20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekosentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembara n Negara
Nomor 4816);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan ( Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia
Nomor 5272);

23.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;

24.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur;

25.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

26.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Nega ra Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 156);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Ker ja Pemerintahan
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Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Ker ja Pemerintahan
Daerah;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

29.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 70);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008
tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 156 Seri D , Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 56 );

36.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor
156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor
13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
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38.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN  2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan D aerah Kabupaten Kuningan
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 115 Tahun 2010 Seri E Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 27 ) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kuning an.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan .
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan sebagai Badan Legeslatif Daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kuningan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kuningan.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjut nya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kuningan .

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ;

9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanju tnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
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10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna

barang.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah

yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

13. Otorisator Barang Milik Daerah adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang
milik daerah.

14. Ordonatur Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang
berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggung
jawab dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang milik daerah.

15. Bendaharawan Barang Milik Daerah adalah Bendaharawan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau
Bendaharawan Khusus Barang pada Unit Satuan Kerja.

16. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang diserahi
tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah yang berada di
luar kewenangan Bendaharawan Barang.

17. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi
tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan
barang.

18. Satuan Kerja adalah Bagian dari Unit Kerja.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

20. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

21. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan
dan tindakan terhadap barang milik Daerah yang meliputi
perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran,
standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan,
penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum se rta
penatausahaannya.

22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri
dari penilai internal dan penilai eksternal.

23. Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, d an pelaporan barang milik
negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk
menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang akan datang .

25. Penentuan Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah kegiatan
atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada
perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan
pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang dituangkan
dalam perkiraan anggaran.
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26. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang milik daerah dan jasa.

27. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan,
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam
gudang atau ruang penyimpanan.

28. Penyaluran adalah kegiatan untuk m enyalurkan barang dari
gudang induk atau gudang Unit ke Unit Satuan Kerja
pemakai.

29. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan
agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna.

30. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk
melakukan pencatatan, pengurusan, penyelenggaraan,
pengaturan, data dan pelaporan status pemilikan atau
penguasaan atas barang milik daerah.

31. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau
tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang
mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan atau
penguasaan atas Barang milik daerah.

32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
atas barang yang berada dalam penguasaannya .

33. Standarisasi Barang Milik Daerah adalah pembakuan barang
menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.

34. Standarisasi Harga merupakan patokan harga satuan barang
sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu
periode tertentu.

35. Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah
pembakuan jenis, spesifikasi dan kwal itas barang milik
daerah menurut strata pegawai dan organisasi.

36. Tukar Menukar Barang Milik Daerah / Tukar Guling adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk
barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang .

37. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor
perorangan milik negara yang dipergunakan oleh para
pejabat.

38. Kendaraan Operasional Dinas adalah kendaraan bermotor
yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.

39. Rumah Dinas adalah rumah rumah milik atau yang dikelola
oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah
instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.

40. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

41. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik negara/daerah .
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42. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang /
layanan jasa.

43. Panitia pengadaan barang / jasa adalah tim yang diangkat
oleh pengguna barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang / jasa.

44. Pejabat pengadaan barang / jasa adalah personil yang
diangkat oleh pengguna barang / jasa untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang / jasa dengan nilai sampai dengan
Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi s ebagai
berikut :

Pasal 5

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati dibantu oleh :
a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
b. Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola;
c. Kepala SKPD selaku pengguna;
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah s elaku kuasa

pengguna;
e. Penyimpan barang milik daerah;
f. Pengurus barang milik daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 ayat baru
yaitu Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) , sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6
(3) Kepala  BPKAD selaku  pembantu pengelola bertanggungjawab

dalam mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah di
masing-masing SKPD.

(5)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna
barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi
unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

c. menggunakan barang milik daerah yang berada dal am
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
ada dalam penguasaannya;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah y ang ada dalam
penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam
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penguasaannya kepada satuan kerja perangkat daerah
yang bersangkutan.

(6)Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan
menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa
pengguna dan;

(7)Pengurus Barang bertugas mengurus barang milik daerah
dalam pmakaian pada masing -masing pengguna/kuasa
pengguna.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehi ngga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah
yang ada.

(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan bar ang milik daerah
disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan memperhatikan data barang yang
ada dalam pemakaian.

(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Peraturan Bupati  dan Keputusan Bupati  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dijadi kan acuan dalam menyusun
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD).

(5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing -
masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan
penyusunan Rencana APBD.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing -masing SKPD
tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna
dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).
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6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

(2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Mil ik Daerah (DKPBD),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 11

(2)Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati .

8. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati,
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan
tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai
tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status
penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 31 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 A

(1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 dapat dikenakan
retribusi.

(2) Retribusi atas pemanfaatan/penggu naan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

10. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui
tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang -
kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk
kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;
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11. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui
tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang -kurangnya
5 (lima) peserta/peminat.

12. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (ti ga) pasal, yakni
Pasal 70A, Pasal 70B dan Pasal 70C sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 70 A

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh
Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna
tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota; dan

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan
Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 70 B

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan
kelengkapan data;

b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan
mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar
tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan
yuridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan
menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan;

d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan DPRD;

e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan
bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat
persetujuan Bupati; dan
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f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang
pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
Barang.

Pasal 70 C

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 70 A ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola
disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data d an hasil
pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan
perlunya tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan
dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai per aturan yang berlaku,
pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai
batas kewenangannya;

d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat
persetujuan pengelola; dan

e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Barang.

13. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventaris dan
diselesaikan dokumen kepemilikan.

(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/atau
pengelola.

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada
ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 30 TAHUN  2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN  2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. Umum .

Dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah, selama ini telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No mor 10 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Dalam perkembangannya seiring dengan dibentuknya Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Sekretariat Daerah, menyebabkan adanya perubahan nomenklatur satuan
kerja perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya perubahan nomenklatur dimaksud maka perlu adanya
Peninjauan kembali terhadap Peraturan daerah dimaksud yang ditempuh
melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10
Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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